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ABSTRAK 
 

Michel Oktafemla, (2024): Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah 

Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan 

Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang mempunyai 

peran dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah dengan melakukan 

pembinaan atau sosialisasi dan pengawasan. Pengawasan ini terjadi karena 

masyarakat membuang sampah di sungai. Usaha untuk menerapkan perilaku 

masyarakat dalam membuang sampah tentunya perlu mendapat dukungan kuat 

dari berbagai pihak, terutama masyarakat, dikarenakan jika mereka diberikan 

pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum dan memfasilitasi pembuangan 

sampah maka meraka akan mentaati Peraturan Daerah tersebut. tujuan penulisan 

skripsi ini yaitu untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan 

Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 

Tahun 2016 dan apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi 

kebersihan sungai dari sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman. 

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

sosiologis hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, angket, studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan 

di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah belum berjalan dengan 

maksimal dikarenakan masih banyaknya terdapat masyarakat yang membuang 

sampah di sungai, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain 

kurangnya anggaran dana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak 

adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang disediakan oleh pemerintah di 

Sungai Guntung sehingga mengakibatkan masyarakat membuang sampah di 

sungai. 

 

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan, Sampah.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
1
 Lingkungan hidup diartikan 

sebagai benda, kondisi, keadaan, pengaruh, yang terdapat dalam ruang yang 

kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. 

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari 

kehidupan manusia.
2
 Kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan 

yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit,
3
 sehingga hal 

ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih indah dan 

nyaman.  Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas 

dari berbagai kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah dan bau. Serta 

lingkungan tersebut harus bebas dari bahan kimia berbahaya.
4
 

Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan keinginan bagi 

setiap warga masyarakat yang menjadi salah satu modal dasar penting bagi 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
2
 Jumarsa dkk, Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Gampong Cot Siren 

Semalanga Kabupaten Bireuen, Jurnal Biologi Education, Volume 8., No. 2., (2020), h. 110. 
3
 Khairunnisa dkk, Kampanye Kebersihan Lingkungan Melalui Program Kerja Bakti 

Membangun Desadi Lombok Utara, Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat, Volume 2., 

No. 2., (2019), h. 230. 
4
 R. Septian Amel dkk, Peningkatan Kesadaran Kebersihan Lingkungan Melalui Gotong 

Royong Bersama Warga Di Desa Berumbung Baru Siak, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Volume 6., No. 2., (2022), h. 198. 
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pembangunan manusia, karena kualitas lingkungan sangat berpengaruh 

terhadap kualitas hidup masyarakat. Pentingnya lingkungan yang bersih dan 

sehat ditandai dengan tersebarnya slogan seperti banner dan spanduk yang 

mengajak untuk menjaga kebersihan belum cukup memadai untuk 

mewujudkan lingkungan yang diharapkan oleh masyarakat.  

Penerapan lingkungan yang sehat dan bersih salah satunya dapat 

diwujudkan dengan kondisi sungai sebagai suatu wadah tempat 

berkumpulnya air dari suatu kawasan. Air permukaan atau air limpahan 

mengalir secara grafitasi menuju tempat yang lebih rendah. Kualitas air 

sungai disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia, khususnya 

yang berada di sekitar sungai. Jika aktifitas tersebut diimbangi oleh kesadaran 

masyarakat yang tinggi dalam melestarikan lingkungan sungai, maka kualitas 

air sungai akan relatif baik.
5
 Namun sebaliknya, tanpa adanya kesadaran dan 

partisipasi aktif dari masyarakat maka kualitas air sungai akan menjadi buruk. 

Buruknya kualitas air sungai dapat disebabkan oleh kondisi sungai yang 

terdapat berbagai macam kotoran salah satunya adalah sampah. 

Hal ini akan berdampak pada menurunnya jumlah biota sungai dan 

secara umum akan semakin menurunkan kualitas air sungai di bagian hilir 

yang kemudian bermuara di laut. Sebagaimana yang tercantum  pada Pasal 5 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintahan 

                                                           
5
 Ekha Yogafanny, Pengaruh Aktifitas Warga di Sempadan Sungai terhadap Kualitas Air 

Sungai Winongo, Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Volume 7., No. 1., (2015), h. 42. 
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daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik 

dan berwawasan lingkungan”.
6
 

Sampah hingga kini masih menjadi masalah sebagian besar kota dan 

kabupaten di Indonesia, tak terkecuali bagi Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya 

di Sungai Guntung Kecamatan Kateman. Fenomena ini telah lama membuat 

resah masyarakat setempat. Ada dua jenis sampah, sampah organik dan 

sampah yang mudah membusuk. Sampah jenis ini cepat terurai dan dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk. Ada juga sampah anorganik, sampah jenis ini 

berupa botol, plastik, dan kantong plastik. 

Timbunan sampah pada lingkungan sungai ini terjadi akibat perilaku 

masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah di sungai tersebut, 

sehingga apabila terjadi arus air pasang surut sampah-sampah tersebut 

tersangkut dipinggiran bawah jembatan dan tepi-tepi sungai, selain 

menimbulkan bau yang tidak sedap juga merusakan pemandangan karena 

sampah-sampah yang kotor dan berserakan. Usaha untuk menerapkan 

perilaku masyarakat dalam membuang sampah tentunya perlu mendapat 

dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama masyarakat, dikarenakan jika 

mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum dan 

memfasilitasi pembuangan sampah maka meraka akan mentaati Peraturan 

Daerah tersebut. 

Sebagaimana telah diketahui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah dibidang 

                                                           
6
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah, Pasal 5. 
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penyelenggaraan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal 

tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 148 yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan 

Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 

2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada 

Peraturan Pemerintah.
7
 

Menindaklanjuti masalah timbunan sampah di Sungai Guntung 

Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban 

Umum dan Penyakit Masyarakat. Sebagaimana yang tercantum di dalam 

Peraturan Daerah ini pada Pasal 4 Huruf c menyatakan “ketertiban umum 

dalam peraturan daerah meliputi tertib sungai, parit, saluran air/drainase”. 

Selanjutnya di pertegas pada Pasal 8 Huruf c yang berbunyi “setiap orang 

atau badan dilarang untuk melakukan perbuatan atau aktivitas yang dapat 

menyebabkan tercemarnya air sungai, parit, dan danau”. Dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, 

Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, 

                                                           
7
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 148. 
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dalam bagian keempat Tertib Lingkungan Paragraf 1 Tertib Membuang 

Sampah Pasal 9 menyatakan bahwa, yaitu : 

1. Setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang 

telah disediakan. 

2. Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah dijalan, 

jalur hijau, taman kota, sungai, parit, saluran/drainase, danau dan 

tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan 

lingkungan.
8
 

Peraturan Daerah tersebut sangat memperhatikan persoalan yang ada 

dalam masyarakat khususnya yang menyangkut persoalan kebersihan 

terutama masalah sampah. Salah satu aspek dari kompleksnya permasalahan 

sampah di Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada tingkat kesadaran dan 

partisipasi masyarakat yang diasumsikan masih tergolong rendah, dalam 

kaitan itulah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan 

kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi 

kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.  

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum 

dan Penyakit Masyarakat dalam Pasal 35 terdapat sanksi administratif yang 

berbunyi : 

1. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 

8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), 

                                                           
8
 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, 

Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat 
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Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, 

Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), 

Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif. 

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Penghentian sementara kegiatan; 

d. Penghentian tetap kegiatan; 

e. Pencabutan sementara izin; 

f. Pencabutan tetap izin; 

g. Pembongkaran bangunan; dan / atau 

h. Denda administratif. 

Penerapan peraturan daerah tersebut dalam suatu daerah harus 

didukung dengan adanya lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir guna untuk mengawasi sungai dari sampah yang terdapat di kawasan 

Kabupaten Indragiiri Hilir. Dalam hal wewenang mengawasi kebersihan 

sungai dari sampah ini didelegasikan Bupati kepada Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Indragiri Hilir.  

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan 

Penyakit Masyarakat yang menerangkan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas pokok dalam mengawasi sampah 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan “pengawasan 
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terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja bersama-sama unsur terkait lainnya”. 

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja yang membantu bupati sangat 

penting dan turut menentukan keberhasilan program perencanaan bupati. 

Sebab, ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi 

Pamong Praja yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta 

untuk menegakkan seluruh perundang-undangan. Peran atau kewenangan 

yang telah diberikan kepada Satpol PP salah satunya adalah melakukan 

pengawasan oleh sebab itu Satpol PP diharapkan dapat mengawasi kebersihan 

sungai dari sampah.  

Dalam melakukan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan 

pengawasan langsung ke sungai yang ada didaerah sungai guntung. Dimana 

masih banyak terdapat sampah yang berserakan di sekitan sungai, dan 

kurangnya kesadaran masyarakat karena membuang sampah sudah menjadi 

kebiasaan bagi masyarakat di sungai guntung. Menurut masyarakat yang 

tinggal di sekitar sungai guntung tidak adanya TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir) yg menyebabkan masyarakat membuang sampah ke sungai.
9
 

Menurut M. Ridwan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 

peran penting dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah, dikarenakan 

terkait sampah disungai ini menjadi permasalahan di masyarakat. Satuan 

Polisi Pamong Praja bertujuan dalam membantu mewujudkan sungai yang 

bersih dan sehat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir telah 

                                                           
9
 Masyarakat, Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, 

Wawancara, pada tanggal 08 Mei 2024. 
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melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan sanksi kepada 

masyarakat yang masih saja membuang sampah ke sungai.
10

 

Sedangkan menurut Aji Wanto, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 

memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan sanksi 

kepada masyarakat agar meningkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah di sungai.
11

 

Menurut Sigit Setyo Pramono, bahwa kondisi sosial dan budaya 

menjadi menjadi faktor yang sangat penting untuk mengetahui kebiasaan 

buruk masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pola konsumtif dan 

gaya hidup masyarakat juga akan mempengaruhi besarnya timbunan sampah 

dan komposisi sampah yang dimiliki.
12

 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

tertarik untuk menulis skripsi dengan judul PERAN SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI KEBERSIHAN SUNGAI 

DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN 

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI 

HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, 

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN 

PENYAKIT MASYARAKAT. 
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 M. Ridwan, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, 

08 Mei 2024. 
11

 Aji Wanto, Anggota Satuan Pol isi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, 

08 Mei 2024. 
12

 Tangguh Perdana Putra dan Sidharta Adyatama, Analisis Perilaku Masyarakat Bantaran 

Sungai Martapura Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Basirih 

Kecamatan Banjarmasin Barat, Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 3., No. 6., (2016), h. 25-26. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

diperrmasalahkan, maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan 

batasan terhadap permasalahan ini. Maka batasan masalah dalam penelitian 

ini yaitu pada peran satuan polisi pamong praja dalam mengawasi kebersihan 

sungai dari sampah di sungai guntung kecamatan kateman. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan 

permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi 

Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 

Tahun 2016? 

2. Apa Saja Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi 

Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan 

Kateman? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk Mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung 
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Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. 

b. Untuk Mengetahui Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari 

sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. 

b. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan 

dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat 

lainnya. 

c. Sebagai salah satu syarat menyeleseikan Program Strarta dan Ilmu 

Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoretis 

1. Satuan Polisi Pamong Praja 

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja 

merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan 

berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas 

membantu Kepala Daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan 

teratur sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar 

dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, 

disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan 

Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. 

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, 

Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai 

arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri 

biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah 

pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus 

pemerintahan Negara. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 

2011 tentang Pedoman Organisi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
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menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat 

pemerintahan daerah 10 dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat. 

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan peraturan daerah dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan 

hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di 

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya 

kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja 

berwenang untuk: 

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan 

atau peraturan kepala daerah. 

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat. 

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan 

atau peraturan kepala daerah. 
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e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan 

kepala daerah.
13

 

2. Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang yang 

meliputi suatu keadaan/kondisi, dengan besarnya daya yang ada yang terdiri dari 

semua benda seperti makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan). 

Mempelajari lingkungan hidup tujuannya untuk hidup yang sejahtera atau makin 

sejahtera. Kesejahteraan atau makin sejahtera yang ingin kita capai tergantung 

pada komponen dan makhluk hidup yang lain, oleh sebab itu perlu diupayakan 

agar makhluk hidup memperoleh tempatnya dalam lingkungan hidup yang wajar. 

Lingkungan hidup yang wajar artinya suatu wilayah lingkungan yang tidak 

didominasi oleh manusia secara berlebihan.
14

 

Kesatuan ruang maksudnya semua yang disebutkan di atas berada dalam 

ruang/atau tempat yang sama dan bersama-sama membentuk satu sistem. Jadi 

dalam kesatuan ruang itu masing-masing saling mempengaruhi baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali 

digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah 

tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan 

dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalalm pengertian yang luas, yang 

                                                           
13

 Abdel Syafiq, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satpol PP Terhadap Kaki Lima 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kententraman 
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 Hasmawaty, Pengetahuan Lingkungan Udara Air Tanah, (Palembang: Dian Rakyat, 

2015), Cet. Ke-1, h. 2 
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meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, 

lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup 

juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung 

lingkungan. Karena ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan tidak dapat 

dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup. 

Munadjat Danusaputro mengatakan “lingkungan atau lingkungan hidup 

adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan 

tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan 

memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad 

hidup lainnya”. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto “lingkungan hidup 

diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan 

benda hidup dan tak hidup di dalamnya”. 

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua 

unsur atau komponen yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan 

unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotic). Di antara unsur-unsur tersebut 

terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan 

satu sama lain. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan 

ekologi.
15

 

Lingkungan hidup terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu lingkungan alam, 

lingkungan sosial dan lingkungan buatan, yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Lingkungan alam adalah segala suatu yang ada di alam dan diciptakan 

oleh Tuhan yang maha kuasa Allah Swt. Lingkungan alam adalah segala 
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Tengah: Nasya Expanding Management, 2021), Cet. Ke-1, h. 15-17. 



15 

 

 
 

sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan georafis, iklim, suhu 

udara, musim, curah hujan, flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan sumber 

daya alam (hutan, air, tanah, batu-batuan, dan lain-lain). Lingkungan 

alam yang bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan adalah 

lingkungan yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu 

yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

2) Lingkungan sosial merupakan “wilayah” tempat berlangsungnya 

interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta pranata, simbol, dan 

norma, serta terkait denganlingkungan alam dan lingkungan 

binaan/buatan. 

3) Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja 

dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya misalnya 

bendungan, pabrik, rumah, sawah, tambak, perkebunan, penghijauan, 

pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain.
16

 

Baku Mutu Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah 

ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau 

harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu 

sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat 

menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering 

menggunakan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah batas tertinggi 

dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen 

lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi 
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mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas 

daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. 

Perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa 

dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan, seperti 

diatur dalam Pasal 20 Ayat 3 bahwa “setiap orang diperbolehkan untuk 

membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan: 

memenuhi BMLH dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan 

istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan 

sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi 

perikehidupan manusia. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa BMLH selalu 

merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas merupakan 

BMLH selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum. 

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 UUPPLH, BMLH berfungsi untuk 

menentukan terjadinya pencemaran. Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi : 

1) Baku Mutu Air, 

2) Baku Mutu Air Limbah, 

3) Baku Mutu Air Laut, 

4) Baku Mutu Udara Ambien, 

5) Baku Mutu Udara Emisi, 

6) Baku Mutu Gangguan, dan 

7) Baku Mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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Jenis Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut Pasal 20 Ayat 2 dapat 

dibedakan dalam 2 sistem, yaitu : 

1) Effluent Standard merupakan kadar maksimum limbah yang 

diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam UUPPLH 

disebut Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi, dan Baku Mutu 

Gangguan, 

2) Stream Standard merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu, 

seperti sungai, waduk dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada 

kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam 

UUPPLH disebut Baku Mutu Air, Baku Mutu Udara Ambien dan Baku 

Mutu Air Laut. 

Dengan adanya 2 pembedaan Baku Mutu Lingkungan Hidup, maka konsep 

pencemaran lingkungan hidup perlu diperjelas. Pencemaran lingkungan hidup 

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen 

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
17

 

3. Pencemaran  

Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan/atau energi 

diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh 

proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan 

terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang Artinya pencemaran 

mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan dalam mendukung kehidupan 
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 Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Kemitraan 
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manusia. Dapat dikatakan pula, pencemaran yang terjadi secara terus-menerus 

akan mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan. Di samping menimbulkan 

kerusakan alam, pencemaran juga akan mengakibatkan berbagai kerusakan bagi 

alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.
18

 

Dalam Pasal 1 butir 12 UUPPLH disebutkan bahwa “pencemaran 

lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat 

energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya”. 

Adapun syarat mutlak tercemarnya suatu lingkungan adalah sebagai berikut: 

1) Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, 

energi dan lain-lain); 

2) Ke dalam lingkungan atau ekosistim lingkungan; 

3) Kegiatan manusia (juga proses alam); 

4) Timbul perubahan, atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah; 

5) Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi; 

6) Menurun peruntukannya.
19

 

Pencemaran lingkungan berdasarkan berat ringannya, menurut 

Abdurrahman, dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, yaitu : 

1) Kronis, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara progresif, akan 

tetapi perubahan dan dampaknya berjalan lambat. 
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2) Kejutan atau akut, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara 

mendadak dan berat, biasanya kerusakan akut ini timbul karena adanya 

kecelakaan. 

3) Berbahaya, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerugian biologis 

berat yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain 

dalam hal adanya zat radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetik. 

4) Katastrofs, yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian 

organisme hidup yang banyak sehingga dapat menimbulkan kepunahan.
20

 

Bentuk pencemaran terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pencemaran air, 

pencemaran udara, dan pencemaran tanah, yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pencemaran Air 

Air meliputi baik perairan pedalaman maupun air yang berada di 

laut wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dimaksud dengar air pedalaman 

adalah meliputi juga air sungai, air danau, maupun air yang berada 

dibawah tanah”.
21

 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air, “pencemaran air adalah masuknya atau di masukannya makhluk 

hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan 
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manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.
22

 

Pencemaran air merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh 

masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, Masalah Lingkungan 

bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran memasuki badan air 

dengan berbagai cara, misalnya atmosfer, tanah, limpasan (run off) 

pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan industri dan 

sebagainya.
23

 

Sebagaimana pencemaran udara dan tanah, pencemaran air pun 

merupakan akibat kegiatan manusia, dan salah satu dampaknya adalah 

pencemaran sungai. Penyebab terjadinya pencemaran air sungai yang 

utama adalah seperti sampah rumah tangga, pertanian dan industri, dan 

sampah-sampah bersifat organik maupun anorganik. Sampah organik ini 

merupakan sampah yang mudah membusuk atau terurai secara alamiah 

atau biologis dibantu oleh bakteri meliputi sisa tumbuhan, hewan, dan 

sisa makanan. Sampah organik juga biasa disebut sebagai sampah basah. 

Biasanya sampah ini berasal dari rumah tangga yang dapat diproses 

kembali menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik 

merupakan sampah yang sulit terurai secara biologis dan proses 

penghancurannya membutuhkan penanganan ditempat khusus. Contoh 
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dari sampah anorganik ini, misalnya plastik, kaleng, pembungkus 

makanan, kertas, dan stirofoam.
24

 

Dan yang menjadi permasalahannya adalah ketika sampah 

anorganik seperti plastik, kaleng, pembungkus makanan, kertas, dan 

stirofoam bukan hanya mengganggu ekosistem tetapi juga berbahaya 

bagi kesehatan manusia.
25

 

2) Pencemaran udara 

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, 

kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan 

kesehatan mahkluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau 

merusak properti. Pencemaran udara adalah masuknya, atau 

tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfir yang dapat 

mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada 

kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan.
26

 

Tercemarnya udara ketika zat polutan dan gas bercampur dengan 

udara yang kita hirup. Pencemaran udara sangat mudah terdeteksi 

dikarenakan sifat penyebaran gas yang mudah. Pencemaran udara bisa 

dipicu oleh gas dan partikel yang berasal dari asap kendaraan bermotor, 

limbah asap pabrik dari perindustrian, dan juga asap dari pembakaran 

limbah rumah tangga. Gas dan polutan yang merupakan dapat sumber 

pencemaran udara misalnya: Karbon monoksida (CO), yang berasal dari 
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pembakaran bahan buangan mobil dan mesin, dan jika dalam volume 

besar maka menyebabkan gangguan pernapasan. Karbon dioksida (CO2), 

yang berasal dari pernapasan makhluk hidup, proses pembusukan dari 

bahan organik, dan pelapukan batuan. Jika jumlahnya terus bertambah 

maka akan menambah panas bumi sehingga memicu terjadinya 

perubahan iklim. Sulfur dioksida yang merupakan.
27

 

3) Pencemaran Tanah  

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan 

manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini 

biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri 

atau fasilitas komersial penggunaan pestisida, masuknya air permukaan 

tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan 

pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat 

penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke 

tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).  

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap 

sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat 

berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat 

mencemari air tanah dan udara di atasnya. Ketika suatu zat 

berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat 

menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran 

yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia 
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 Sri Gusty, Ilmu Lingkungan, (Makassar: CV. Tohar Media, 2023), Cet. Ke-1, h. 62. 
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beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak 

langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air 

tanah dan udara di atasnya.
28

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain: 

1. Abdel Syafiq, -(2021) Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satpol PP 

Terhadap Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kententraman dan Ketertiban 

Umum Dipasar Inpres Bangkinang Kota. Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh satpol pp terhadap 

pedagang kaki lima serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan oleh 

Satpol pp terhadap pedagang kaki lima. Dalam hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwasanya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

terhadap pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik dikarenakan 

masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di area yang 

tidak semestinya seperti trotoar dan bahu jalan. Walaupun pengawasan 

dilaksanakan rutin setiap hari dan memberikan surat teguran sebanyak 3 

kali dan apabila masih melanggar akan menyita lapak atau dagangan 

milik pedagang kaki lima tersebut. Adapun persamaannya adalah sama-

sama membahas lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang 
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 Sihadi Darmo Wihardjoh dan Henita Rahmayanti, Op.Cit., h.121. 
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Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satpol PP Terhadap Kaki Lima. 

Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas tentang 

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai 

Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman. 

2. Visa Afrilita, -(2020) Peran Satuan Polisi Pamong Praja  Terhadap 

Pengawasan Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Parit Satu Kotabaru 

Seberida Kecamatan Kerintang. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa  faktor pendorong masyarakat melakukan pelanggaran terhadap 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 

terkait dengan pencemaranan Parit Satu Kotabaru Seberida dikarenakan 

tidak ada pengawasan dan koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja 

dengan Ketua RW sehingga masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida 

leluasa dalam melakukan tindakan pelanggaran dengan membuang dan 

menumpukkan sampah kedalam parit. Adapun persamaan dalam 

penelitian ini yaitu membahas lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Peraturan Daerah   Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016, 

sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas 

pengawasan penggunaan parit di parit satu kotabaru sebrida kecamatan 

kerintang sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu peran 

satuan polisi pamong praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari 

sampah di sungai guntung kecamatan kateman. 
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3. Irvan Toby Dinata Saputra, -(2022) Peranan Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota 

Bandar  Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 01 Tahun 2018. Dalam hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam 

menata dan membina Pedagang Kaki Lima adalah memberikan surat 

edaran resmi pada PKL liar, menegur secara langsung dan persuasif, 

PKL yang tidak taat digusur dan dialokasikan ke tempat yang semestinya 

dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar 

Lampung dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima adalah 

kurangnya ketersediaan tempat, dan faktor SDM dimana PKL memiliki 

sifat tidak taat aturan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah 

membahas lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan perbedannya 

adalah penelitian sebelumnya membahas tentang Peranan Satuan Polisi 

Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di 

Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 01 Tahun 2018. Sedangkan penulis membahas tentang 

Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas tentang 

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai 

Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari 

kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikirian yang 

membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan 

dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan di 

analisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.
29

 Nama 

“penelitian” berakar dari bahasa Inggris, yang dibentuk dengan 

menggabungkan awalan “re” (yang menunjukkan pengulangan atau 

mengunjungi kembali) dengan kata kerja “mencari”. Oleh karena itu, inti dari 

penelitian berpusat pada “upaya pencarian” yang berulang-ulang atau upaya 

untuk menyelidiki suatu bidang subjek secara komprehensif.
30

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

Hukum Sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji hukum dalam masyarakat.
31

 Dalam hal ini adalah 

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Sungai Dari Sampah di 

Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. 

                                                           
29

 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021) 

Cet. Ke-1, h. 1. 
30

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.1. 
31

 Nurul Qamar dkk, Metode Penelitian Hukum, (Makasar: Social Politic Genius, 2017), h. 

2. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Efektivitas 

Hukum yaitu pendekatan dimana orang benar-benar berbuat sesuai dengan 

norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-

norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
32

 Pendekatan ini juga 

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam 

masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan 

mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau 

penulisan hukum. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti, penulis melakukan 

penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. 

Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian 

penulis karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan 

Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat, yang semestinya Satuan Polisi 

Pomong Praja (Satpol PP) mempunyai peran untuk mengawasi sungai 

terhadap sampah, khususnya di Sungai Guntung Kecamatan Kateman 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

Lokasi penelitian ini dipilih oleh penulis karena sangat membantu 

untuk menentukan data yang akan diambil sehingga dapat memberikan 
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 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12. 
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informasi yang falid mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Mengawasi Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum 

dan Penyakit Masyarakat. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.
33

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian suatu sujek atau objek yang mewakili 

populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan 

karakteristik sesuai populasi.
34

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan 

sampel probability sampling yang artinya teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel.
35
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 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 

2020), Cet. Ke-1, h. 94. 
34

 Iwan Hermawan, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif & Mixed 

Methode, (Karawang: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 62. 
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), Cet. Ke-19, h. 63. 
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Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi 

Pamong Praja berjumlah 2 orang, Tokoh Masyarakat berjumlah 2 orang, 

serta Masyarakat berjumlah 10 orang. Maka yang menjadi populasi dan 

sampel dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

   No Responden Populasi Sampel Persentase 

1.  
Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja 
10 2 10% 

2.  Tokoh Masyarakat 8 2 25% 

3.  Masyarakat  250 10 4% 

Jumlah 268 14 39% 

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Penelitian ini diperoleh langsung dengan metode pengamatan, 

observasi, wawancara dan angket terhadap responden Satuan Polisi 

Pamong Praja Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri 

Hilir, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Informasi yang didapatkan 

bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan peran Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

2. Data Sekunder 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

studi pustaka berupa dokumen-dokumen resmi buku, jurnal, dan riset-riset 

yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian mengenai Peran Satuan 

Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah 
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di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. 

Selain itu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini
36

, 

diantaranya: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan. 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode 

yang penulis gunakan adalah : 

1. Observasi, Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan untuk melihat fakta-fakta secara jelas apa yang terjadi 

dilapangan sebenarnya terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja 

Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah 
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Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit 

Masyarakat. 

2. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan berhadapan secara langsung dengan yang akan diwawancarai 

Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak, antara lain 

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir dan 

Tokoh Masyarakat di Sungai Guntung 

3. Angket, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membuat 

daftar pertanyaan secara tertulis dan setelah itu akan diisi oleh 

narasumber dengan cara tertulis pula. Oleh masyarakat luas, angket 

sering kali disebut dengan sebutan Kusioner. 

4. Studi Kepustakaan, peneliti mengumpulkan sumber dari buku-buku 

referensi yang bekaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. 

seperti buku, jurnal, dan lain-lain.
37

 

5. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tuisan angka atau gambar 

yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
38
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G. Analisis Data  

Untuk mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan 

Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 

Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban 

Umum dan Penyakit Masyarakat. Peneliti menggunakan metode deskriftif 

kualitatif, metode ini yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi 

data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan 

permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-fakta di 

lapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-

undangan.  

Dalam proses analisis data, studi literatur dan studi lapangan 

diorganisir dan kemudian dikategorikan dalam urutan yang logis. Metode 

analisis kualitatif dilakukan dengan cara mencatat pernyataan-pernyataan 

responden secara tertulis maupun lisan. Hal ini dilakukan sesuai dengan fakta 

di lapangan. Selain itu, data dianalisis, dan kesimpulan diambil dari topiktopik 

yang bersifat umum hingga spesifik.
39
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1984), h. 252. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data tentang 

“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai 

Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai 

Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. 

Peran Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan dengan maksimal 

sesuai dengan Pasal 33 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan 

Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat, karena 

diperlukan adanya TPA dan TPS sebagai penunjang berjalannya 

pengawasan terhadap kebersihan sungai di Sungai Guntung. 

2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi kebersihan 

sungai dari sampah yaitu: 

a. Kurangnya Anggaran Dana, Satpol PP mengalami kekurangan 

anggaran dana yang menyulitkan mereka dalam melakukan patroli 

rutin dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga 
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kebersihan sungai. Akibatnya, banyak sampah yang dibuang 

sembarangan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar dan 

berbau busuk. 

b. Kurangnya Sosialisasi, Kurangnya program sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai 

menyebabkan masyarakat tidak sadar akan pentingnya menjaga 

kebersihan sungai. Akibatnya, banyak sampah yang dibuang 

sembarangan ke sungai. 

c. Tidak adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir), tidak tersedianya 

TPA juga menjadi salah satu hambatan Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah. Karena TPA 

masih belum disediakan sampai saat ini di sekitaran wilayah Sungai 

Guntung dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat membuang 

sampah ke sungai.  

B. Saran  

Saran penulis dalam penelitian yang berjudul “Peran Satuan Polisi 

Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan 

Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat”, yaitu: 

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa melaksanakan 

perannya dalam mengawasi kebersihan sungai dengan lebih baik lagi dan 

lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk 
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meningkatkan kesadaran masyarakat lebih memperhatikan keadaan 

lingkungan masyarakat agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan 

nyaman bagi masyarakat sekitar di Sungai Guntung. 

2. Diharapkan kepada masyarakat Sungai Guntung Kecamatan Kateman 

agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dan menghilangkan 

kebiasaan buruk seperti membuang sampah ke sungai agar sampah-

sampah tersebut tidak mengotori sungai di Sungai Guntung Kecamatan 

Kateman.
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